
BUPATI LUWU UTARA 

PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 
NOMOR 39 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANMN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU UTARA, 
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' 
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Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa1 9 

Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 
Anggaran 2016; 

1 .  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3826); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun ·2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 110,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
Nomor 310); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 
5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 
2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Nomor 354); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2015 Nomor 10); 

19. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 88 Tahun 2016 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 88). 
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 
Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Tahun Anggaran 2017; 

21 .  Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 
Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 58 Tahun 2017 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara 
Nornor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 58); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANG GARAN 2017. 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 201 7 terdiri 
atas: 

Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Pendapatan Transfer 
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1. Belanja Pegawai 
2. Belanja Sunga 
3. Belanja Subsldl 
4. Belanja Hibah 
5. Belanja Bantuan Sosial 
6. Belanja Bagi Hasil 
7. Belanja Bantuan Keuangan 
8. Belanja Tak Terduga 

b. Belanja Langsung 
1. Belanja Pegawal 
2. Belanja Barang dan Jasa 
3. Belanja Modal 

Jumlah Belanja 
Surplus I (Deflslt) 

Pemblayaan 
a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

109.659.129.505,31 
963.956.349.650,00 
137.562.057.000,DO 

409.895.233.324,DO 

100.000.000,DO 
13.015.146.850,DD 
3.592.300.000,00 
1.722.938.000,00 

200.979.935.000,00 
957.252.720,00 

22.266.903.500,00 
289.904.519.685,88 
282.857.965.171.00 

(dalem rupiah) 

1.211.177.536.155,31 

630.262.805.894,00 

595.029.388.356,88 

1.225.292.194.250,88 
(14.114.658.095,57) 

37 .963. 771.901,30 
3.000.000.000,DD 

Jumlah Pemblayaan Netto 

Slsa Leblh Pemblayaan Anggaran Tahun Berkenaan 
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20.849.113.805, 73 



Pasal 2 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I 
Rancangan Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 
Ringkasan Iaporan realisasi anggaran sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam 
penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 4 
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 3 tercantum dalarn Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati im dengan 
penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Luwu 
Utara. 

PARAF KOORDIN. �SI 

SEK  DA 1- 
J 

ASISTEN I 

KABAG HUKUM v� 

KASUBAG 
I 

\ 

Ditetapkan di Masamba 
pada tanggalnj Agustus2018 

'BUPATI LUWU UTARA, 

INDAH PUTRI INDRIANI 
Diundangkan di Masamba 
pada tanggal 3 Agustus2018 

SE ETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA, 

ABDUL MAHFUD 

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 
2018 NOMOR 39 
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